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ABSTRAK

KHOFIFAH YAN INDARYANTI (B021171028) “PELAKSANAAN PENGADAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA PAREPARE SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA”. (Di bawah
bimbingan Ibu Ariani Arifin sebagai Pembimbing I dan Bapak Abdul Razak sebagai

Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan prosedur pelaksanaan

pengadaan PNS di Kota Parepare setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 Tentang ASN serta faktor penghambat pelaksanaan PNS di Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan data penelitian yang

diperoleh melalui data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik

pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian

dianalisis secara kualitatif kemudian dijelaskan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu Pertama, mekanisme dan prosedur pelaksanaan

pengadaan PNS di Kota Parepare sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Kedua, faktor penghambat dalam pelaksanaan

pengadaan PNS di Kota Parepare terdiri dari 2 (dua) faktor, diantaranya faktor internal

dalam hal pendanaan yaitu keterbatasan penyediaan dana selama proses pelaksanaan

CAT, penetapan formasi, rekruitmen,dan jadwal seleksi dan faktor eksternal yaitu kendala

yang ditimbulkan dari masyarakat dalam hal prosedur administratif yang kurang kongkrit

Kata kunci: Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Sipil Negara
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aparatur merupakan bagian dari mesin pemerintahan, pegawai negeri, dan

aparatur masyarakat yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan

pembangunan. Dalam hal ini kedudukan PNS sangat penting, karena kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara tidak terlepas dari peran

dan keikutsertaan PNS.1 Pengadaan pegawai negeri pada hakekatnya merupakan

mekanisme dan kegiatan pengisian jabatan yang lowong. Kegiatan dan mekanisme ini

meliputi keseluruhan perencanaan, pengumuman, proses aplikasi dan implementasi.2

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 merupakan produk hukum yang

berorientasi strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan

berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan

nasional yang didasari pada semangat reformasi.

Semangat dikeluarkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 adalah untukmewujudkan

sistem pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berwibawayang merupakan prioritas

utama bagi rakyat dan pemerintahan Indonesia.3 Setelah berlakunya Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara selanjutya disebut UU ASN,

jabatan PNS mengacupada ketentuan Pasal 13 UU ASN, dimana jenis jabatan ASN

terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi pada

instansi pemerintah; Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yangberisi fungsi

dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian

1 Ahmad Ghufron, Sudarsono, 1991, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.4
2 Ibid, hlm.30
3 Sri Hartati, Tedi Sudrajat, 2017, Hukum Kepegawaian Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3-4
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dan keterampilan tertentu.4

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara

menjelaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencanaan,

pelaksanaan dan pengawas penyelenggaran tugas umum pemerintahan dan

pengembangan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang

profesional, bebas, dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan

nepotisme.

Dalam Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah

dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri.5

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menjelaskan bahwa:

1. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis

Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja.

2. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS sebagaimana dimaksud

pada Ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1

(satu) berdasarkan perioritas kebutuhan.

3. Penyusunan kebutuhan PNS sebagimana dimaksud pada Ayat (1) harus

mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

4. Penyusunan kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana

dimaksud pada Ayat (2) diatur berdasarkan rencana strategis Instansi

Pemerintah.

5. Dalam rangka penyusunan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat

(4) mempertimbangkan dinamika perkembangan organisasi

4 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.21
5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
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Kementerian/Lembaga.6

Dan pada Pasal 22 Permen PANRB Nomor 27 Tahun 2021 Tentang

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil menjelaskan pengadaan PNS dilakukan melalui

tahapan:

1. Perencanaan;

2. Pengumuman Lowongan;

3. Pelamaran;

4. Seleksi;

5. Pengumuman hasil seleksi;

6. Pengangkatan Calon PNS dan masa percobaan Calon PNS; dan

7. Pengangkatan menjadi PNS.7

Perkembangan peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian, khususnya

tentang otonomi daerah, juga mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, kemudian mengalami pergantian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara, jabatan PNS merujuk pada ketentuan Pasal 12 Undang-Undang ASN, dimana

jenis jabatan ASN terdiri atas jabatan administrasi, jabatan fungsional, serta jabatan

pimpinan tinggi. Menurut Pasal 1 Undang-Undang ASN, Jabatan Pimpinan Tinggi

merupakan sekumpulan jabatan tinggi di instansi pemerintah; Jabatan Administrasi

merupakan sekumpulan jabatan yang memiliki fungsi dan tugas yangberkaitan dengan

pelayanan publik, dan administrasi pemerintahan serta pembangunan; Jabatan

6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
7 Permen PANRB Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
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Fungsional ialah sekumpulan jabatan yang memiliki fungsi dan tugas yang berkaitan

dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.8

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan tanggung jawab suatu daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk kepentingan

pemerintah dan masyarakat setempat. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah

adalah mempercepat terselenggaranya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan,

penguatan pelayanan, peran, serta masyarakat, dan daya saing daerah, dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah dalam

satu kesatuan sistem Negara Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah adalah badan pemerintahan daerah sebagai bagian dari

pemerintahan provinsi, yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom. Menurut Undang-Undang ASN Kepala Daerah

memiliki fungsi sebagai PejabatPembina Kepegawaian Daerah.9

Akibat pelimpahan wewenang pengelolaan kepegawaian kepada daerah, maka

setiap daerah baik Kabupaten/Kotamadya berhak mengatur urusan kepegawaiannya

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta keinginan masyarakat. Berdasarkan

kebijakan tersebut, setiap daerah menetapkan norma, standar, dan prosedur SDM

kepegawaian yang berbeda, sehingga menghasilkan kebijakan SDM kepegawaian

daerah yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan demikian hal

tersebut akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian itu

sendiri. Kurangnya keseragaman penerapan norma, standar, dan prosedur dalam suatu

daerah, menyebabkan perbedaan kualitas pejabat pusat dan daerah, yang akan

8 Ridwan HR, 2017, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.21
9 Muhammad Afrisya Hasyim, 2020, “Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di Kota Yogyakarta
Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, Skripsi, Sarjana
Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyarakrta, hlm.3
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berdampak pada pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan

masyarakat.10

Proses pengadaan PNS selama ini masih tidak efektif (tidak tepat sasaran), tidak

efisien (dari segi biaya dan waktu), bahkan sebagian diidentifikasikan masih melakukan

praktek-praktek KKN karena kurang transparan dan akuntabel. Hal ini disebabkan

antara lain karena pola pengadaan PNS masih diwarnai oleh kebijakan politis, family

system, ego sektoral kedaerahan, dan komersialisasi.11

Instansi yang menetapkan jumlah pegawai yang akan direkrut, yaitu Badan

Kepegawaian Negara dan Menpan dengan memperhatikan pertimbangan dari Menteri

Keuangan, karena terkait dengan anggaran yang masih menanggung semua gaji PNS.

Instansi yang berwenang melakukan rekruitmen pada pemerintah pusat adalah

biro/bagian kepegawaian dari masing-masing instansi, sedangkan di daerah yang

bertanggung jawab adalah Badan Kepegawaian Daerah.

Setelah dilakukan studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, salah satu

permasalahan yang terkait dengan rekrutmen BKPSDM di Kota Parepare secara umum

terkait dengan minimnya anggaran yang tersedia untuk optimalisasi kepegawaian. Oleh

karena itu, proses ini seringkali gagal mengkomunikasikan kebutuhan atau lowongan

secara luas, misalnya melalui media nasional. Penyebaran pengumuman yang luas

menyebabkan jumlah pelamar yang sangat banyak dan dikhawatirkan instansi terkait

tidak dapat menyeleksi pelamar sebanyak itu dengan anggaran yang sangat terbatas,

sehingga metodenya hanya sebatas memasang pengumuman di instansi. Namun,

kelemahannya adalah mendiskriminasi para calon pelamar lain yang tidak terjangkau

10 Sri Hartati, dkk, 2010, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.112
11 Anang Pikukuh Purwoko, “System Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Yang Efektif”, Jurnal Kebijakan dan
Manajemen PNS. Vol. 5, Nomor 2 November 2011
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informasi dan bukan alumni perguruan tinggi besar.12

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Parepare

sebagai lembaga di daerah yang menjadi koordinator dalam proses pengadaan pegawai

negeri sipil selalu berusaha memegang aturandalam pelaksanaan pengadaan dan dalam

pelaksanaannya berdasarkan pada UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN.

Proses pengadaan PNS di Kota Parepare selama ini masih terus menimbulkan

beragam persoalan klasik. Sumbernya, karena kebijakan pusat dalam penerimaan Calon

Pegawai Negeri Sipil selalu berbeda di daerah. Dari proses rekrutmen, penetapan formasi,

pelaksanaan seleksi perolehan CPNS Kota Parepare, tidak sesuai dengan waktu yang

telah ditetapkan oleh BKN. Akibatnya, birokrasi pemerintah hanya dipenuhi oleh para

aparatur yang tidak berkuaifikasi tinggi. Otonomi daerah yang diharapkan dapat

menjaring calon-calon PNS di daerah yang berkualifikasi tinggi ternyata hanya menjadi

sarana untuk merekrut pegawai sebanyak mungkin tanpa mempertimbangkan

kemampuan anggaran.13

Masalah yang dihadapi pemerintah saat ini terkait keterbatasan aparatur yang

mumpuni, inilah yang menjadi fenomena yang juga menjadi masalah terbesar dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Di samping itu proses pengadaan

CPNS penuh resiko dari praktek-praktek KKN yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu

dengan masyarakat. Upaya yang harus dilakukan adalah menerapkan salah satu model

SDM Kepegawaian terbaru yaitu model konfigurasi yang mengasumsikan pentingnya

keselarasan antara “strategi” organisasi melalui prinsip dan praktik SDM Kepegawaian.

Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara telah menunjukkan bahwa

12 Sri Hartati, dkk, Op.Cit, 92-94
13 Slamet Rosyadi, “Problem Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Negeri Sipil”, Jurnal Kebijakandan Manajemen
PNS. Vol. 5, Nomor 2 November 2011
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menciptakan sumber daya ASN dapat didukung secara efektif padapelaksanaan strategi

pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan nasional dalam rangka

mencapai tujuan. Ukuran yang dipakai untuk mengevaluasi peran PNS ini adalah

seberapa jauh masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan Pegawai

Negeri Sipil. Melalui rekrutmen yang objektif, transparan, dan akuntabel serta diharapkan

dapat memperoleh SDM yang berkualitas yang dapat menangani tugas mereka dengan

profesional.

Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk menyaringcalon-calon PNS

yang berintegritas dan berkualitas melalui rekrutmen yang transparan serta bertanggung

jawab.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diharapkan pengadaan PegawaiNegeri Sipil

ini dapat sesuai dengan penataan manajemen kepegawaian yang seragam melalui

penetapan norma, standar, dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan manajemen

kepegawaian. Dengan adanya keseragaman tersebut diharapkan dapat diciptakan

kualitas ASN yang berkualitas dan berintegritas.

Berdasarkan uraian penulis diatas, maka kemudian penulis mengangkat sebuah

penelitian berjudul “Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Kota Parepare

Setelah Berlakunya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah

pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Kota Parepare

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
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Sipil Negara?

2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri

Sipil di Kota Parepare setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara?

C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana mekanisme dan prosedur

pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Kota Parepare setelah

berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara.

2. Mengetahui dan menjelaskan apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan

pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

D. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penulis dapat memberikan pemikiran untuk pengembangan

ilmu yang dapat mendukung kemajuan hukum administrasi negara dan

membandingkan teori yang didapat di perkuliahandengan realita jurusan untuk

melengkapi dan mengembangkan ilmu khususnya tentang Hukum Sarana

Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi,

masukan dan evaluasi bagi BKPSDM Kota Parepare dalam proses

penyelenggaraan pengadaan PNS setelah berlakunya Undang- Undang Nomor

5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
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E. Keaslian Penelitian
Penelitian hukum yang berjudul “Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

di Kota Parepare Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara” adalah hasil berdasarkan perkembangan permasalahan hukum,

penulis menerapkan pendekatan yang berbeda untuk menganalisis permasalahan

hukum tersebut.

Perbandingan penulis bersumber pada Achmad Sofwan M, Fakultas Hukum,

Universitas Airlangga, 2007, dengan judul penelitian skripsi “Formasi dan Pengadaan

Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumenep”, adapun hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengadaan PNS di Kabupaten Sumenep tidaksesuai dengan

aturan yang ada. Proses perekrutan pengadaan PNS pada Pemerintah

Kabupaten Sumenep dilaksanakan mendahului dari jadwal yang telah

ditentukan oleh BKN. Sehingga keputusan pelaksanaan yang mendahului

dari jadwal ini secara teknis menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh

BKN yang mengedepankan asas tertib penyelenggaraan negara,

keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas.

2. Dari segi hukum pelaksanaan pengadaan CPNS oleh Pemkab Sumenep

bersifat mengikat secara hukum. Namun jika melihat tujuan yang ditetapkan

BKN dalam pelaksanaan pengadaan pemilihan CPNS, sekaligus berpegang

pada asas tidak memihak, objektif, bertanggung jawab dan terbuka dalam

prosespemilihan CPNS Indonesia yang dilakukan oleh Kabupaten Sumenep

melanggar keputusan.

Dari uraian hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaanantara hasil

penelitian Achmad Sofwani dengan penulis terletak pada topik penelitian yaitu, para
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peneliti sebelumnya membahas pengaturan yang berkaitan dengan formasi pembentukan

dan pengadaan PNS sesuai dengan peraturan kepegawaian dan pembentukan

Kabupaten Sumenepi serta peraturan di bidang pengadaan PNS, sedangkan kajian yang

akan diteliti dan dianalisis oleh penulis adalah pelaksanaan pengadaan PNS di Kota

Parepare setelah berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil NegaraNomor 5 Tahun 2014.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
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A. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
1. Pengertian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pengertian istilah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara untuk pegawai aparatur sipil negara, sebagai berikut:

1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN

adalah pegawai negeri sipil dan pemerintahan dengan perjanjian kerja yang

diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemrintahan.

3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat

PPPK adalah warga negara Indnesia yang memenuhi syarat tertentu, yang

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam

rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

4) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian

Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5) Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian,

Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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6) Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

7) Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,

kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga

nonstruktural.

8) Instansi Daerah adalah perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah

Kabupaten/Kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan

perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

9) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara.

2. Prinsip Aparatur Sipil Negara

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

a. nilai dasar;

b. kode etik dan kode perilaku;

c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab dalam pelayanan

publik;

d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;

e. kualifikasi akademik;

f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan

g. profesionalitas jabatan.

3. Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a. memegang teguh ideologi Pancasila;

b. serta dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, serta pemerintahan yang sah;
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c. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;

d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;

e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;

f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;

g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;

h. mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;

i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program

pemerintah;

j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat,

tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;

k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;

l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;

m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;

n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan; meningkatkan

efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat

sistem karier.14

B. Kepegawaian di Indonesia

Indonesia berhasil merdeka dan terbebas dari jajahan serta adanya

pemerintahan negara saat itu mengutarakan gagasan ide untuk mengatur

mengenai pegawai sebagai aktivis dari roda pemerintahan. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia kata “pegawai” berarti orang yang bekerja pada. Kata “Negeri”

berarti tanah sedangkan “Sipil” berarti orang biasa, maka PNS adalah pegawai

pemerintah nonpolitik yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan menurut

14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
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undang-undang yang ditetapkan dan bekerja untuk negaranya sebagai pegawai

negeri atau aparatur pemerintah nonmiliter.15

Menurut Logeman, ukuran penentu pegawai negeri adalah ukuranmaterial,

yaitu hubungan antara negara dan pegawai negeri. Dikatakannya, PNS adalah

semua PNS yang memiliki hubungan dinas dengan negara. Oleh karena itu

pejabat tidak lain adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kedinasan

dengan negara karena diangkat oleh pejabat yang berwenang.16 Menurut Utrecht,

pegawai negeri adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga publik, baik tetap

maupun sementara, atau setiap orang yang ditugaskan untuk bekerja dalam

pelayanan publik di negara tersebut. Pelayanan publik itu sendiri adalah setiap

usaha yang dikendalikan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah.17

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kepegawaian merupakan Undang-Undang pertama yang secara formal

mendefinisikan pengertian pegawai negeri dalam Undang-Undang dirumuskan

sebagai berikut: “Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan, diangkat, digaji menurut Peraturan Pemerintah yang

berlaku dan dipekerjakan dalam suatu lembaga atau badan negara yang

berwenang.18

Definisi Pegawai Negeri ditetapkan dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang

No. 8 Tahun 1974 dengan perumusan sebagai berikut: “Pegawai Negeri adalah

mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan

15 W.J.S Poerwadaminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.741
16 Moh. Mahfud MD, 1980, Hukum Kepegawaian Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm.12
17 E. Utrecht, 1980, Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia, Pustaka Tinta Mas,Surabaya, hlm.
20
18 Viktor M. Situmorang, 1989, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Bina Cipta, Jakarta, hlm.18
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perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan

diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi tugas lainnya yang

ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji

menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”.19

Pada umumnya yang dimaksud dengan “kepegawaian” adalah segala hal

yang mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan pegawai. Pegawai

merupakan tenaga kerja manusia, jasmaniah maupun rohaniah “mental dan

fikiran”, yang senantiasa dibutuhkan karena itu menjadi salah satu modal pokok

dalam badan usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.20

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

merupakan landasan hukum bagi perkembangan bidang kepegawaian untuk

pertama kali sejak kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang ini diharapkan dapat

memberikan landasan yang kuat bagi perbaikan badan-badan pembinaan

kepegawaian. UU No. 8 Tahun 1974 yang diundangkan pada tanggal 6 November

1974, sebelum UU Kepegawaian yang dipakai sebagai dasar hukum kepegawaian,

khususnya di kalangan Pegawai.21

Keberadaan Pegawai Negeri di Indonesia dirasakan semakin penting untuk

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan; kelancaran pemerintah dan

pembangunan yang sedang dilaksankan tidak terlepas dari keikutsertaan Pegawai

Negeri.22

Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai peranan yang penting sebab

19 Sastra Djamika dan Marsono, 1990, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan, hlm. 8
20 A.W. Widjaja, 1990, Administrasi Kepegawaian, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 15
21 Soedibyo Triatmodjo, 1983, Hukum Kepegawaian, (Mengenai kedudukan hak dankewajiban Pegawai
Negeri Sipil), Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 18
22 Ahmad Ghufron dan Sudarsono, 1991, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Rineka Cipta,Jakarta, hlm. 1
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merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan

pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan nasional terutama sekali tergantung juga pada

kesempurnaan pegawai ASN juga harus mendukung sumber daya manusia yang

berkualitas. Kualitas SDM aparatur sipil negara itu sendiri juga harus didukung

dengan pengembangan kompetensi dan pemeriksaan serta seleksi yang ketat

dalam perolehan formasi pengangkatan pegawai ASN. Dalam kerangka hukum

publik, peran pegawai ASN adalah membantu presiden sebagai kepala

pemerintahan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang bertugas

melaksanakan ketentuan undang-undang, dalam artian wajib memastikan bahwa

setiap ketentuan undang-undang ditaati oleh publik/masyarakat.23

C. Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong

(Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8/1974). Lowongnya formasi dalam

sesuatu unit organisasi pemerintah, pada umumnya disebabkan oleh dua hal yaitu

adanya PNS yang berhenti karena pensiun, minta berhenti, dan lain-lain, atau

adanya perluasan organisasi pemerintah. Karena pengadaan PNS adalah untuk

mengisi formasi yang lowong, makapengadaan PNS harus berdasarkan kebutuhan,

baik dalam arti jumlah maupun dalam arti kualitas.24

Dalam pengadaan pejabat atau pegawai suatu perusahaan, secara teoritis

administrasi/manajemen kepegawaian dikenal dengan berbagai sistem yang

23 C.S.T Kansil, 1979, Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia, Pradnya Paramitha, Jakarta,
hlm. 38
24 A. W. Widjaja, Op.cit, hlm. 47



17

masing-masing tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan sekaligus.25 Sistem

penunjukan telah berkembang di setiap negara sesuai dengan perubahan undang-

undang, demokrasi dan kebijakan pemerintah negara tersebut. Berbagai sistem

pengangkatan pegawai yang telah dan sedang digunakan yaitu:

a. Spoils system;

b. Patronage system;

c. Merit system;

d. Carrier system;

e. Sistem karir dan sitem prestasi kerja

Rekrutmen PNS merupakan proses kegiatan untuk mengisi lowongan.

Lowongan pekerjaan untuk pendidikan di unit organisasi publik biasanya oleh

pegawai negeri yang telah pergi, meninggal, diganti, dan sedang membangun

organisasi. Karena PNS direkrut untuk mengisi lowongan, rekrutmen didasarkan

pada permintaan, baik dalam hal jumlah dan kualitas staf serta keterampilan yang

dibutuhkan untuk posisi tersebut.26

Sehubungan dengan itu, setiap warga negara Indonesia yang memenuhi

persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mempunyai kesempatan

yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Artinya,

rekrutmen PNS harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan

sesuai dengan syarat dan ketentuan tersebut. Untuk menjamin kualitas dan

objektivitas serta untuk menciptakan karir PNS, perlu diatur syarat dan tata cara

25 Faisal Abdullah, 2012, Hukum Kepegawaian Indonesia, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP
Indonesia, hlm. 44
26 Ibid, hlm.44-46
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pengangkatan PNS.27

Peraturan Pemerintah Pasal 2 ayat (1) No. 98 Tahun 2000 kepegawaian

dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman pelamaran, penyaringan, serta

pengangkatan calon pejabat hingga pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil

dan ayat (2) mengatur tentang pengadaan yang dilaksanakan Pejabat Pembina

Kepegawaian.28 Asas ini menunjukkan bahwa pengaturan pembentukan dan

perolehan PNS merupakan kegiatan yang sangat diperlukan. Pada dasarnya,

pengadaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan kualitas

diutamakan daripada kuantitas.29

D. Proses Perencanaan dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil

a. penyusunan dan penetapan kebutuhan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang penyiapan dan

identifikasi kebutuhan, yaitu: (1) Setiap lembaga wajib menyiapkan jumlah dan

jenis kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja, (2) Penyiapan

kebutuhan untuk jabatan dan jenis PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

berlangsung dalam waktu 5 (lima) tahun, dibagi dengan kebutuhan pokok.

Mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Menteri

menetapkan jumlah dan jenis PNS yang dibutuhkan secaranasional.30

b. pengadaan

27 Ibid, hlm.46
28 Sri Hartini (dkk), 2008, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 91
29 Ibid, hlm.92
30 Nur Hakiki, 2016, “Tinjauan Yudiris Tentang Mutasi Aparatur Sipil Negara Sebagai Penerapan
Penghargaan Dan Penghukuman Di Kota Makassar”, Skripsi, Sarjana Hukum,Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar, hlm. 21-22
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menegaskan pengadaan

PNS dilakukan secara nasional untuk menjamin kualitas PNS. Menurut

peraturan pemerintah ini, rekrutmen PNS dilakukan untuk memenuhi kebutuhan:

a. Jabatan Administrasi, khusus pada jabatan pelaksana;

b. Jabatan Fungsional Keahlian, khusus pada JF ahli pertama dan ahli

muda; dan

c. Jabatan Fungsional Keterampilan, khusus pada JF pemula dan

terampil.

Perekrutan pegawai negeri sipil yang dimaksud dalam peraturan

pemerintah ini dilakukan secara dalam tahapan:

a. Perencanaan;

b. Pengumuman Lowongan;

c. Pelamaran;

d. Seleksi;

e. Pengumuman hasil seleksi;

f. Pengangkatan Calon PNS dan masa percobaan Calon PNS;

g. Pengangkatan menjadi PNS.

Peraturan pemerintah ini menegaskan bahwa setiap warga negara

Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS

dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
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a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35

(tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;

b. tidak pernah di pidana dengan pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2

(dua) tahun atau lebih;

c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan

sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS,

Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian

Negara Republik Indnesia;

d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat

politik praktis;

e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan

jabatan;

f. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang

dilamar;

g. bersedia di tempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain

yang ditentukan oleh instansi pemerintah; dan

h. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh

PPPK.

Batas usia sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu,

yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun. Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud

ditetapkan oleh Presiden, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.


